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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memperkenalkan kepada manusia lima komponen hidup 

yang menjadi kepentingan bagi semua manusia. Hukum Islam (al-

Fiqh), dengan demikian, berfungsi menjaga lima komponen "al-

Kulliyat alkhams" (lima dasar), yaitu: jiwa, akal pikiran, benda, 

keturunan dan keyakinan beragama manusia,
11

 komponen tersebut 

membentuk pola hidup yang menjadi pedoman bagi umat islam. Sedang 

fiqih itu sendiri adalah suatu pola hidup yang ditawarkan oleh syariat 

islam dalam pemahaman secara mendalam terhadap hukum dan 

ketentuan Allah untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia. 

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin 

berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika 

tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan, dan masalah ibadah 

sampai masalah muamalah, yang terbanyak lento raja masalah 

muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari 

ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas.
2
 

Semua perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak mungkin 

terjadi apabila manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan 

untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan berbagai bentuk 

aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan 
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kegiatannya dengan aman, tidak Baling mengganggu atau bahkan sating 

menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan menjadi terhambat. Dengan demikian diperlukan peranan 

hukum yang bertujuan untuk melindungi, mengatur dan merencanakan 

kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi dapat 

diarahkan kepada  kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. 

Hukum bukan hanya dapat membatasi dan menekan saja, akan 

tetapi harus memberikan kesempatan bahkan mendorong masyarakat 

untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan 

kegiatan perekonomian suatu negara. Sebagaimana diketahui bahwa 

Ilmu hukum adalah ilmu yang termasuk dalam kelompok ilmu praktis 

denganl menempati kedudukanl istimewa dalaml klasifikasi ilmul 

dengan alasanl karena sifatnyal sebagai ilmul normatif yangl 

mengandung sifatl khas ltersendiri. Obyek telaahannyal juga berkenaanl 

dengan tuntutanl berprilaku denganl cara tertentul yang kepatuhannyal 

tidak sepenuhnyal bergantung padal kehendak bebasl yang 

lbersangkutan, melainkan dapatl dipaksakan olehl kekuatan lpublik.
3
 

Dewasal ini dapatl dikatakan semual negara telahl menerapkan 

perekonomianl uang dalaml arti bahwal pada umumnyal aktivitas 

perdaganganl di manal pun dilakukanl dengan menggunakanl uang, uangl 

mempunyai satul tujuan fundamentall dalam sisteml perekonomian, 

yaitul memudahkan pertukaranl barang danl jasa dalaml arti 

mempersingkatl waktu danl usaha yangl diperlukan untukl melakukan 

lperdagangan, dalam ilmul ekonomi perananl atau fungsil uang untukl 
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melancarkan aktivitasl perdagangan adal empat jenisl yaitu untukl 

melancarkan kegiatanl tukarmenukar, untukl menjadi satuanl nilai, 

untukl ukuran bayarl yang ditundal dan sebagail alat penyimpanl nilai.
4
  

Perkembanganl dan inovasil sistem perbankanl telah 

mengarahkanl penggunaan uangl sebagai suatul komoditas yangl 

tidak berbentukl secara konkritl (intangible moneyl). Hal inil terkait 

denganl perkembangan teknologil informasi danl komunikasi yangl 

dapat meningkatkanl efisiensi sisteml pembayaran sertal mengurangi. 

waktul dan biayal yang diperlukanl untuk melakukanl transaksi 

denganl menggunakan lcek. Sejak tahunl 1990-anl hingga kinil terdapat 

kecenderunganl masyarakat untukl menggunakan "uang eloktronik" 

(electronicl money ataul e-moneyl), seperti internetl banking, debitl 

cards, danl automatic tellerl machine (ATMl) cards. Evolusil uang tidakl 

berhenti dil sini. "Uang elektronik" jugal muncul dalaml bentuk smartl 

cards, yaitul penggunaan chipsl pada sebuahl kartu. Penggunaanl smart 

cardsl sangat lpraktis, yaitu denganl "mengisi" chips denganl sejumlah 

uangl tertentu yangl dikehendaki, danl selanjutnya menggunakannyal 

untuk melakukanl transaksi.
5
 Hall ini dikarenakanl electronic valuel 

pada el-money disimpanl secara elektronikl di dalaml kartu (storedl 

value). tersebutl digunakan sebagail alat lpembayaran, namun bukanl 

merupakan simpananl sebagaimana diaturl dalam Undangl-Undang 

lPerbankan. 
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Munculnyal E-moneyl (uang elektronikl) yang sekarangl baru 

menjadil Trending Topicl menjadi temal yang menarikl untuk 

dibahasl bagaimana bilal ditinjau daril pandangan hukuml islam danl 

hukum positifl di lIndonesia. Sebagai lcontoh, Bank Indonesia (BI) 

mengeluarkanl kebijakan perl tanggal 1l Oktober 2017l telah 

mewajibkanl bagi penggunal tol untukl menggunakan El-Money, hall ini 

menuail persoalan apakahl dibenarkan secaral hukum Islaml di 

Indonesial sebagai alatl pembayaran yangl sah. 

Dalaml hal lregulasi, pemerintah melaluil peraturan Bankl 

Indonesia Nomorl 20/6l/PBU2018 Tentang Uangl Elektronik 

(Electronicl Money) mendefinisikanl Uang Elektronikl (Electronic 

Moneyl) sebagai alatl pembayaran yangl memenuhi unsurl-unsur yaitul : 

Diterbitkan atasl dasar nilail uang yangl disetor terlebihl dahulu olehl 

pemegang kepadal penerbit, Nilail uang disimpanl secara elektronikl 

dalam suatul media sepertil server ataul chip, Digunakanl sebagai alatl 

pembayaran kepadal pedagang yangl bukan merupakanl penerbit uangl 

elektronik ltersebut, Nilai uangl elektronik yangl dikelola olehl penerbit 

bukanl merupakan simpananl sebagaimana dimaksudl dalam undangl-

undang yangl mengatur mengenail perbankan.
6
 Begitul juga menurutl 

DSN-MUIl berdasarkan hasill rapat plenol pada 19l September 2017l 

bahwa El-Money adalahl halal sepanjangl tidak melanggarl prinsip-

prinsipl syariah yaknil tidak mengandungl maysir danl terhindar daril 

transaksi lriba. 
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Berdasarkan fatwal DSN-MUIl Nomor 116/DSN-

MUUIX/20I7l bahwa Uangl elektronik (electronicl money) adalahl alat 

pembayaranl yang memenuhil unsur-unsur: Diterbitkan atasl dasar 

jumlahl nominal uangl yang disetorl terlebih dahulul kepada lpenerbit, 

Jumlah nominall uang disimpanl secara elektronikl dalam suatul media 

yangl teregistrasi, Nominall uang elektronikl yang dikelolal oleh 

penerbitl bukan merupakanl simpanan sebagaimanal dimaksud dalaml 

undang-undangl yang mengaturl mengenai perbankanl dan Digunakanl 

sebagai alatl pembayaran kepadal pedagang yangl bukan merupakanl 

penerbit uangl elektronik ltersebut.
7
 

Perbedaanl uang elektronikl menurut hukuml Islam dil 

Indonesia saatl ini beluml banyak diketahuil oleh lmasyarakat, 

kendatipun secaral kuantitas masyarakatl indonesia mayoritasl beragama 

Islaml namun pengetahuanl masyarakat hanyal terbatas kepadal 

pengguanaan uangl elektronik yangl berbasis lkonvensional. Lebih daril 

itu, peraturanl yang berbasisl syariah terkaitl uang elektronikl belum 

lamal ini dikeluarkanl oleh DSNl MUI, bisal dikatakan beluml banyak 

yangl mengetahui adanyal uang elektronikl syariah. Berdasarkan 

pembahasan tentang uang elektronik dan regulasinya, penulis ingin 

mengangkat bagaimana Kajian Fatwal Dewan Syariahl Nasional Majelis 

Ulamal Indonesia Nomor 116l/DSN-MUIl/IX/2017l Tentang Hukum 

Uangl Elektronik Syariahl (studi di Bank Mandiri Cabang Cilegon). 
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B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah  

1. Identifikasil Masalah 

Sesuail dengan bagianl latar belakangl penelitian lini, 

kehadiran uangl elektronik denganl regulasi menurutl hukum islaml 

dan dil Indonesia tentul tidak mustahill adanya pennasalahan yangl 

muncul diantaranyal yaitu: 

a) Perkembanganl uang elektronikl syariah (elektronic money) 

pada Bank konvensional dil Indonesia. 

b) Hukum tentang uangl elektronik terhadap Fatwal Dewan 

Syariahl Nasional Majelisl Ulama Indonesial (DSN-MUIl) 

Nomor 116/DSNl-MUI/IXl/2017. 

2.  Batasanl Masalah 

 Untukl menghindari adanyal kekeliruan dalaml memahami 

masalahl yang akanl dibahas, dirasal perlu adanyal pembatasan 

masalahl yang sesuail judul yangl dimaksud. Pembahasanl penelitian 

inil adalah mengenail uang elektronikl menurut hukuml islam dil 

Indonesia, namunl penelitian ni dibatasil hanya padal pembahasan 

Kajian Fatwal Dewan Syariahl Nasional Majelisl Ulama Indonesial 

tentang Uangl Elektronik Syariah (Electronicl Money) agarl 

mempermudah pembahasanl dan penelitianl sehingga pembahasanyal 

lebih jelasl terarah sertal sesuai denganl harapan yangl diinginkan 

lpenulis. 

3. Perumusanl Masalah 

a) Bagaimanal hukum uang elektronikl menurut Fatwal Dewan 

Syariahl Nasional Majelisl Ulama Indonesial tentang Uangl 

Elektronik (Electronic Moneyl) pada Bankl Mandiri Cilegon? 

b) Bagaimana Kajianl Fatwa Dewanl Syariah Nasionall Majelis 



7 

 

Ulamal Indonesia tentangl Hukum Uang Elektronikl pada 

Bank Mandiri Cilegon? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkanl uraian perumusanl permasalahan ltersebut, maka 

tujuanl penulisan skripsil ini adalahl sebagai lberikut: 

1. Untukl mengetahui Fatwal Dewan Syariahl Nasional Majelisl 

Ulama Indonesial Tentang Hukum Uangl Elektronik (Electronic 

Money) pada Bank Mandiri Cilegon serta Implementasinya. 

2. Untuk megetahui Hukum Uangl Elektronik (Electronicl Money) 

terhadap Fatwal Dewan Syariahl Nasional Majelisl Ulama 

lIndonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaatl yang didapatkanl dari hasill penelitian inil meliputi 

kegunaanl bagi penelitil maupun lmasyarakat, diantaranya ladalah: 

1. Kegunaanl teoritis 

a) Sebagail bahan pustakal yang diharapkanl dapat memberikanl 

pemahaman secaral mendalam terkaitl regulasi uangl elektronik 

menurutl hukum Islaml di Indonesia 

b) Untukl memberikan pemahamanl kepada masyarakatl 

khususnya kepadal kalangan akademisil mengenai regulasil 

uang lelektronik 

c) Untukl memotivasi danl menjadi edukasil pentingnya 

memahamil regulasi uang elektronik secaral syariah. 
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2. Kegunaanl praktis 

a) Menambahl pengetahuan danl mengisi kekosonganl kapasitas 

pengetahuanl mengenai regulasil uang lelektronik. 

b) Menambahl sumbangsih pemikiranl terhadap regulasil 

perkembangan uangl elektronik dil Indonesia. 

c) Memberikanl pemahaman kepadal praktisi Ekonomil Islam 

sebagail acuan dalaml melaksanakan prinsipl-prinsip 

perekonomianl yang sesuail dengan lsyariah. 

 

E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu 

 Sebagail bahan pertimbanganl dalam penelitianl ini, penulisl 

akan menyertakanl beberapa penelitianl terdahulu yangl diperoleh 

daril berbagai sumberl yang membahasl mengenai uangl elektronik 

(El-money), adapunl kajian terdahulul yang digunakanl penulis 

ladalah: 

 

1. Skripsil yang lberjudul "Aspek Hukum E-Money Sebagaiu Alat 

Pembayaran Dalam Transaksi E-Comerce " karya Mizwarl Haerun 

lArif, konsentrasi Ilmul Hukum, Fakultasl Hukum Universitasl 

Airlangga lSurabaya, tahun l2003, fokus penelitianl dalam 

skripsil ini menelitil tentang aplikasil hukum terkaitl E-moneyl 

dalam mekanismel sebuah lembagal perbankan. Dalaml penelitian 

inil berupaya mendeskripsikanl secara empirisl bebereapa 

permasalahanl yang diangkatl seperti hubunganl hukum danl bank. 

2. Penelitianl ini hanyal terfokus kepadal regulasi yangl berbasis 

konvensionall dan tidakl membahas tinjauan uang elektronik 

menurut hukum islam. Dalam penelitian saya menjelaskan 
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bagaimana analisa dalam sebuah fatwa tentang uang elektronik 

mekanisme operasional yang mencakup aspek transaksi, 

mekanisme, akad dan manajerialnya. Apakah semua produk 

tersebut sudah sesuai dengan produk syariah atau belum. Dalam 

penelitian saya membahas bagaimana uang elektronik ditinjau dari 

perpektif hukum Islam. 

3. Skripsil yang berjudull "Konsep Uangl Elektronik danl Peluang 

Implementasil nya Padal Perbankan Konvensional (Studi Kritis 

Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 /12/PBI/2009 

Tentang Uang Elektronik; Asep Saiful Bahri (Program Studi 

muamalah {Ekonomi Syariah}, Konsentrasi Perbankan Syariah, 

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 

2010). Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana 

implementasi yang telah diatur oleh Bank Indonesia tentang uang 

elektronik dan perlu mendapat kajian tentang prinsip syariah baik 

akad, maupun prinsip-prinsip syariah yang diutamakan dalam 

transaksi uang elektronik. 

4. Jurnall yang berjudull "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan 

Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi 

Mahasiswa". Oleh Lailal Ramadani Fakultasl Ekonomi Unversitasl 

Negeri Malangl path tahun 2016. Padal penelitian inil hanya 

terfokusl kepada bagaimanal pengaruh antaral penggunaan uangl 

elektronik (e- money) terhadapl pengeluaran konsumsil 

mahasiswa Ekonomil Pembangunan Universitasl Negeri Malangl 

angkatan 2014. Dalaml penelitiaan inil tidak membahasl terkait 

lregulasi.
8
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10 

 Daril kajian terdahulul yang telahl disebutkan, ditemukanl 

kesamaan fokusl materi padal judul yangl penulis langkat, terlebih 

yangl membahas mengenail konsep uangl elektronik menurutl Hukum 

Islam. Tetapil dari beberapal literatur dil atas, makal terlihat perbedaanl 

inti permasalahannyal yaitu padal objek yangl diteliti, sangatl jelas 

bahwal penulis memfokuskanl pembahasannya Hukuml Uang 

Elektronikl (Electronic Money) dan Fatwal Dewan Syariahl Nasional 

Majelisl Ulama Indonesial Nomor: 116l/DSN-MU/IXl/2017 Tentangl 

Uang Elektronikl Syariah. 

 

F. Kerangka Teori dan Konseptual  

 Dalaml publikasi yangl di keluarkanl Bank forl International 

Settlementl (BIS) padal bulan Oktoberl 1996 mendefinisikanl uang 

elektronikl merupakan produkl yang memilikil nilai tersimpanl (stored-

valuel) atau prabayarl (prepaid) dimanal sejumlah uangl disimpan 

dalaml suatu medial elektronis yangl dimiliki lseseorang. Uang 

elektronikl (e-moneyl) merupakan alatl pembayaran yangl dapat 

digunakanl untuk berbagail macam jenisl pembayaran (multil 

purposed), tidakl seperti kartul telepon yangl merupakan singlel-

purpose prepaidl card. 

 Pengertianl e-moneyl mengacu padal defmisi yang 

dikeluarkanl oleh Bankl for Internationall Settlement (BISl) dalam 

salahl satu publikasinyal pada bulanl Oktober 1996l mendefinisikan 

uangl elektronik lsebagai "stored value or prepaid products in 

which a record of the funds or value available to a consumer is 

stored on an electronic device in the consumer's possession" (produk 
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storedl-value ataul prepaid dimanal sejumlah uangl disimpan dalml 

suatu medial elektronis yangl dimiliki seseorangl) 

Menurutl Rivai uangl elektronik adalahl alat bayarl elektronik 

yangl diperoleh denganl menyetorkan terlebihl dahulu sejumlahl uang 

kepadal penerbit, baikl secara llangsung, maupun melaluil agen-agenl 

penerbit, ataul dengan pendebitanl rekening dil Bank, danl nilai uangl 

tersebut dimasukanl menjadi nilail uang dalaml media uangl elektronik, 

yangl dinyatakan dalaml satuan lRupiah, yang digunakanl untuk 

melakukanl transaksi pembayaranl dengan caral mengurangi secaral 

langsung nilail uang padal media uangl 

elektronik ltersebut.
9
 

Uangl Elektronik adalahl alat pembayaranl yang diterbitkanl 

atas dasarl nilai uangl yang disetorl terlebih dahulul kepada lpenerbit. 

Uang elektronikl digunakan sebagail alat pembayaranl kepada pedagangl 

yang bukanl merupakan penerbitl uang elektronikl tersebut. Nilail uang 

disimpanl secara elektronikl dalam suatul media serverl atau lchip, serta 

dapatl dipindahkan untukl kepentingan transaksil pembayaran danl/atau 

transferl dana.  

Uangl elektronik lebihl merupakan pengalihanl bentuk daril uang 

ltunai. Uang elektronikl adalah alatl pembayaran yangl dikeluarkan 

olehl otoritas negaral melalui
-
 suatul lembaga penyedial yang uangl 

Rupiahnya disimpanl dalam bentukl elektronik padal media 

penyimpananl seperti serverl atau lchip. Uang elektronikl merupakan 

alatl pembayaran yangl sah danl diakui olehl negara, sehinggal dalam 

melakukanl transaksi pembayaranl di lIndonesia, tidak bolehl ditolak.
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Nilail uang inil bukanlah merupakanl simpanan sebagaimanal dimaksud 

dalaml undang-undangl yang mengaturl mengenai lperbankan, sehingga 

tidakl diberikan bungal dan tidakl dijamin olehl Lembaga Penjaminl 

Simpanan (LPSl). 

Kerangkal teori yangl akan dipakail oleh penulisl adalah teoril 

perbandingan lhukum, Menurut lH.C lGutteridge, pada hakikatnyal 

Perbandingan Hukuml merupakan suatul metode penelitianl yang 

dilakukanl dengan jalanl membanding-bandingkanl sistem hukuml yang 

satul dengan yangl lain. Perbandinganl adalah salahl satu sumberl 

pengetahuan yangl sangat lpenting.
10

 Perbandingan dapatl dikatakan 

sebagail suatu lteknik, disiplin, pelaksanaanl dan metodel di manal 

nilai-nilail kehidupan lmanusia, hubungan danl aktivitasnya dikenall dan 

ldievaluasi. Pendekatan dalaml bidang ilmul hukum inil telah 

mengembangkanl sebuah cabangl studi hukuml baru yangl dinamakan 

denganl "Perbandingan Hukum" dengan menggunakanl metode 

berdasarkanl penelitian terhadapl hukum daril berbagai negaral dengan 

teknikl perbandingan.  

Dan teoril perbandingan hukuml seperti teoril perbandingan 

hukuml alam, teoril perbandingan hukuml yunani danl romawi, 

namunl sesuai penelitianl maka penelitil akan menggunakanl teori 

deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran dan penjelasan 

terhadapl konsep hukuml itu lsendiri, judul penelitianl secara umuml 

menjelaskan gambaranl hukum Islaml dan hukuml modem pada bank 

konvensional. 
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Daril uraian tersebutl penulis mengkategorikanl menjadi 2l 

konsep perbandinganl hukum, yaitul hukum agamal dan hukuml 

modern. 

1. Teoril Hukum Agamal (Islam) 

Teoril hukum inil bersifat syariahl yang bersumberl dari sangl 

pencipat yaknil Allah SWTl yang dil wahyukan kepadal para 

rrasulullahl untuk seluruhl umat manusial yang bersifatl abadi danl 

berlaku secaral universal. Teoril ini meletakanl hukum sebagail suatu 

kesatuanl stabilitas danl dinamika yangl menyangkut kehidupanl dunia 

akhiratl yang mengakomodasil suatu keadaanl baik keadaanl normal 

maupunl darurat jika-masuk-tol. Diakses pada 20 Agustus 2018, pukul 

14.23 WIB. 

Konsepl dari teoril ini berorientasil bukan hanyal pada kehidupanl 

duniawi sajal tetapi lebihl kepada kehidupanl akhirat (setelahl manusia 

meninggal). 

2. Teori Hukum Modem 

 Teoril hukum modem mengatakanl bahwa hukuml merupakan 

suatul norma yangl dibuat olehl manusia danl lahir daril sebuah 

kesepakatanl-kesepakatan antaral manusia dalaml sebuah bentukl 

musyawarah untukl mufakat yangl diproses secaral otonom, llogis-

rasional, secara mekanisl dan lteratur. Teori hukuml modem ini 

merupakanl bagian terkecill dari teoril of lawl sehingga kajianyal 

menyangkut legall teory ataul legal doctrinl yang aturanl-aturan 

hukumnyal dipositiflcan atau dikodifikasikanl melalui kesepakatanl 

legislative secaral sistematis danl mekanis sehinggal melahirkan 
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suatul tatanan hukuml yang positivistikl berbasis padal peraturan yangl 

berlaku secaral netral yangl juga merupakanl ius lconstititum. 

Mengingatl bahwa teoril hukum modem merupakanl bagian terkecill 

dari teoril of lawl atau legall teory sehinggal secara tidakl langsung 

teoril ini bersifatl positivisme.
11

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenisl dan Pendekatanl Penelitian 

Penelitianl ini adalahl penelitian lapanganl (field researchl). 

Penelitian lapanganl pada hakekatnyal merupakan metodel untuk 

menemukanl secara khususl dan realistikl apa yangl tengah terjadil 

pada suatul saat ditengahl masyarakat.
12

  

 Dimana penelitianl ini menitikberatkanl pada kualitasl data 

danl atau lebihl fokus padal pengamatan daril masalah-masalahl yang 

terjadil sehingga penelitianl ini bertumpul pada datal yang diperolehl 

dan lapangan selanjutnyal dilakukan lanalisis. Sedangkan, pendekatanl 

yang dipakail dalam penelitianl ini adalahl pendekatan lkualitatif. 

Penelitian kualitatifl adalah prosedurl penelitian yangl menghasilkan 

datal deskriptif berupal kata- katal tertulis ataul lisan daril orang-orangl 

dan perilaku yang dapatl dialami.
13

 

 

 

                                                 
11

 Afif Muamar, " Elektronik Money (e-money) dalam Perpektif Maqashid 

Syariah,"Journal of Islamic Economic Lariba (2017), 75. 
13

Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu'a alah, (Ponorogo: Stain Po Press, 

2010), 6. 
13

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), 

h. 274. 



15 

 

2.  Kehadiranl Peneliti 

 Dalaml penelitian inil peneliti adalahl sebagai aktorl sentral 

danl pengumpul ldata, dalam hall penelitian dil lapangan penelitil 

adalah sebagail pengamat partisipanl yaitu hanyal melakukan 

wawancaral dengan pihakl Managemen Bankl Mandiri Cilegon lalul 

menganalisisnya denganl ketentuan Fatwal Dewan Dewanl Syariah 

Nasionall - Majelis Ulamal Indonesia lNo. 116/DSNl-MUU1X/2017 

Tentangl Uang Elektronikl Syariah. 

 

3. Lokasil Penelitian 

Penelitianl ini mengambill tempat dil Bank Mandiril 

Kantor Cabang Cilegon. 

4. Datal dan Sumberl Data 

a) Datal 

Datal yang diperolehl dari observasil dengan pihakl 

Manajemen Bank Mandiril Cilegon melalui wawancaral terkait 

denganl produk uang elektronik El-Money. Lalul hasil 

wawancaral tersebut akanl dikaji dalam penelitian. 

b) Jenisl Sumber Datal 

Metodel yang digunakanl dalam megumpulkanl data 

untukl menunjang isil penelitian inil adalah melaluil penelitian 

kepustakaanl (Library researchl) dengan bahanl-bahan hukuml 

sebagai lberikut : 

a. Datal Primer 

 Datal primer adalahl data yangl diperoleh secaral 

langsung daril objek penelitianl yaitu dalaml hal inil fokus 
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utamal yaitu bahanl hukum Fatwal Dewan Syariahl Nasional 

Majelisl Ulama Indonesial Nomor 116l/DSN-MUIl/IX/2017l 

Tentang Uangl Elektronik lSyariah. 

 

b. Datal Skunder 

 Datal skunder adalahl data yangl diterima melaluil studi 

kepustakaanl yang berhubunganl dengan materil penelitian inil 

dan yangl akan memberikanl penjelasan bahanl hukum lprimer, 

seperti hasill penelitian danl tulisan paral ahli danl sebagainya. 

 

c. Datal Tersier 

Yaknil berupa bahanl hukum yangl memberikan 

petunjukl ataupun penjelasanl terhadap datal primer danl 

skunder yangl berupa medial cetak, internetl dan lsebagainya. 

5. Teknikl Pengumpulan Datal 

Dalaml penelitian inil teknik pengumpulanl data yangl 

digunakan olehl peneliti ladalah : 

a. Observasil 

 Pengumpulanl data yangl dilakukan denganl cara 

mengamatil dan mencatatl secara sistematikl gejala-gejalal 

yang ldiselidiki.
14

'
s
 Dalam penelitianl ini penelitil melakukan 

pengamatanl langsung dil lapangan mengenail produk El-Money 

dil Bank Mandiril Cabang Cilegon. 

 

                                                 
14

 Usman Riansi dan Abdi, Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi: 1 eon 

Dan Applikasr, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2013. 
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b. Wawancaral 

 Wawancaral merupakan pertemuanl dua orangl untuk 

bertukarl informasi danl ide melaluil tanya ljawab.
15

 Yaitu 

denganl mengajukan beberapal pertanyaan-pertanyaanl yang 

sebelumnyal telah disusunl oleh penulisl kepada respondenl 

yaitu pihakl Manajemen Bank Mandiril Cabang Cilegon. 

c. Dokumetasil 

  Dokumenl bisa berupal tulisan, lgambar, atau karyal-

karya lmonumental, dari lseseorang. Dokumentasi inil 

merupakan pelengkapl dari observasil serta wawancaral dalam 

penelitianl kualitatif.
16

 

 

6. Analisisl Data 

 Analisisl data adalahl proses mengorganisasikanl dan 

mengurutkanl data kel dalam lpola, kategori danl satuan uraianl dasar 

sehinggal dapat ditemukanl tema danl dapat dirumuskanl hipotesis 

kerjalsepertil yang disarankanl oleh ldata.
17 

Analisis datal merupakan prosesl data 

kel dalam bentukl yang lebihl mudah dibacal dan dilakukanl 

interprestasikan.
18

 Metodel analisis datal yang digunakanl dalam 

penelitianl ini adalahl analisis datal kualitatif mengikutil model yangl 

diberikan Milesl dan lHuberman. Miles danl Huberman mengemukakanl 

                                                 
 16 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung:  

Alfabota, 3015N 138. 
16

 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Transito, 

1996), 10. 
17

 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rodaskarya, 2009), 6. 
19 

Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: 
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bahwa aktifitasl dalam analisal data kualitatifl dilakukan secaral interaktif danl 

berlangsung secaral terus menerusl pada setiapl tahapan penelitianl sehingga sampail 

tuntas danl datanya sampail jelas.
19

 Aktifitasl dalam analisisl data terdiril atas: 

a. Collection: pengumpulan datal 

b. lReduction: mengambil datal yang lpenting. Tujuan daril reduksi 

adalahl menyeleksi datal-data yangl diperoleh daril hasil lpenelitian, 

baik denganl cara lwawancara, observasi maupunl dokumentasi. 

c. lDisplay: memasuksan hasill reduksi kedalaml peta-lpeta. 

Tujuannya agarl dapat denganl mudah disajikanl dalam laporanl 

penelitian. 

d. lConclution: penarikan kesimpulanl yang manal dalam penelitianl 

awal bersifatl sementara danl akan berubahl bila ditemukanl data-

data baru danl bukti-buktil kuat ldilapangan. Dalam hall ini 

penulisl berusaha untukl mengumpulkan datal sebagaimana 

tersebutl di atasl lalu menganalisisnyal dengan Fatwal Dewan 

Dewanl Syariah Nasionall-Majelis Ulamal Indonesia 

lNo.116/DSNl-MUIIIX/2017 Tentangl Uang Elektronikl Syariah, 

kemudianl dijadikan pedomanl dalam menganalisisl pelaksanaan 

praktekl e-moneyl yang diterapkanl di Bankl Mandiri Kantor 

Cabangl Cilegon, untuk kemudianl ditarik kesimpulanl yang 

bersifatl khusus yaitul apakah Bankl Syariah Mandiril Cabang 

Cilegon sudahl benar-benarl melaksanakan ketentuan-ketentuan 

yang ada dalam Fatwa Dewan Dewan Syariah Nasional Majelis 

                                                 
20 

Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,2005), 91. 
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Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IXI/2017 Tentang Uang 

Elektronik Syariah. 

7. Pengecekanl Keabsahan Datal 

 Keabsahanl data dalaml suatu penelitianl ditentukan denganl 

menggunakan kriterial kredibilitas. Yangl dapat ditentukanl dengan 

beberapal teknik agarl keabsahan datal dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalaml penelitian lini, untuk mengujil kredibilitas datal menggunakan 

teknikl sebagai lberikut: 

a. Perpanjanganl Pengamatan 

 Penelitil melakukan observasi di lapanganl penelitian sampail 

kejenuhan pengumpulanl data ltercapai. Perpanjangan pengamatanl 

peneliti akan l memungkinkan peningkatan l derajat kepercayaan l 

data yangl dikumpulkan.
20 

Denganl perpanjangan pengamatanl ini, 

penelitil mengecek kembali l apakah data l yang telah l diberikan selama l 

ini setelah l dicek kembalil pada sumber l data aslil atau sumber l data 

yangl lain temyata tidakl benar, makal peneliti melakukanl pengamatan 

lagil yang lebihl luas danl mendalami sehingga l diperoleh datal yang pastil 

kebenarannya.
21 

Dalaml perpanjangan pengamatanl ini penelitil kembali ke l 

lapangan yaitul kepada Managemenl Bank Mandiril Cabang Cilegon 

untuk l memastikan data l yang diperoleh l sudah benar l ataukah masihl 

ada yangl perlu diperbaikil atau lditambah. 
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Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, 248. 
22 

Sugiyono, Metode Perrelitian, 271. 
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b. Ketekunanl Pengamatan 

 Meningkatkanl ketekunan berartil melakukan pengamatanl secara 

lebihl cermat danl berkesinambungan. Denganl cara tersebutl maka 

kepastianl data danl urutan peristiwal akan dapatl direkam secara l pasti dan l 

sistematis.
22

 

 Demikianl juga denganl meningkatkan ketekunanl maka, penelitil 

dapat memberikanl deskripsi datal yang akuratl dan sistematisl tentang 

apal yang ldiamati. Teknik ketekunanl pengamatan inil digunakan penelitil 

agar datal yang diperolehl dapat benarl-benar lakurat. Untuk meningkatkanl 

ketekunan pengamatanl peneliti makal peneliti akanl membaca berbagail 

referensi bukul maupun hasill penelitian ataul dokumentasi-dokumentasil 

yang terkaitl denganlteori.
23

 Disinil peneliti akanl membaca berbagail 

referensi terkaitl dengan konsepl uang elektronikl serta membacal kembali 

hasill penelitianpenelitian yang lterkait. 

  

c. Triangulasil 

Triangulasil dalam pengujianl kredibilitas inil diartikan sebagail 

pengecekan data l dari berbagai l sumber dengan l berbagai lcara, dan 

berbagail waktu. Denganl demikian terdapatl triangulasi lsumber, 

triangulasi teknikl pengumpulan ldata, dan lwaktu. 

 Padal penelitian inil peneliti menggunakanl triangulasi lsumber. 

Di sini l peneliti bertanya l langsung kepada l nasabah pengguna l emoney. 

Di manal peneliti melakukanl pengecekan datal tentang lkeabsahannya, 

membandingkan hasill wawancara denganl isi suatul dokumen denganl 

                                                 
23

Ibid., 272 
24

Ibid. 272 
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memanfaatkan berbagail sumber datal informasi sebagail bahan 

lpertimbangannya. Dalam hall ini penelitil membandingkan datal hasil 

observasi l dengan datal hasil lwawancara, dan jugal membandingkan 

hasill wawancara denganl wawancara lainnyal yang kemudianl diakhiri 

denganl menarik kesimpulanl sabagai hasill temuan llapangan.
24

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Rencanal pembahasan dalaml penelitian inil dibagi kedalaml 

beberapa bab l yang masing l- masing bab l mempunyai sub l-sub lbab, 

dan masingl-masing rangkaianl satuan lpembahasan. Bab inil terdiri daril 

latar lbelakang, rumusan lmasalah, tujuan lpenelitian, manfaat lpenelitian, 

metode penelitianl serta sistematikal pembahasan. 

BABl II : FATWAl DEWAN SYARIAHl NASIONAL- MAJELISl 

ULAMA INDONESIAl NOMOR 1161DSN-MUUIX/2017 

TENTANG HUKUM UANG ELEKTRONIK SYARIAH 

 Dalam bab ini, penulis membahas tentang konsep uang 

elektronik, profil Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUUIX/2017 

Tentang uang Elektronik Syariah dan pertimbangan Dewan Syariah 

Nasional mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah. 

 

BABl III : PRAKTEKl PRODUK El-MONEY DIl BANK MANDIRIl 

CABANG CILEGON 

  Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh 

dari lapangan, yaitu sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, Visi dan 

                                                 
25

Sugiyono, Metode Penelitian, 273 
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misi Bank Syariah Mandiri, legalitas Bank Syariah Mandiri, Lokasi 

Bank Syariah Mandiri, produk-produk Bank Mandiri, praktek produk 

uang elektonik (e-money)di Bank Mandiri Cabang Cilegon. 

BABl IV : KAJIAN FATWA DEWANl SYARIAH NASIONALl 

MA,JELIS ULAMAl INDONESIA TENTANG HUKUM UANG 

ELEKTRONIK SYARIAH DI BANK MANDIRI CABANG 

CILEGON 

Dalam bab ini, penulis membahas tentang kajian Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Uang Elektronik 

Syariah terkait akad yang digunakan pada produk E-Money di Bank 

Mandiri Cilegon dan kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia Tentang Hukum Uang Elektronik Syariah terkait 

perlindungan terhadap nilai uang yang terdapat pada kartu E-Money di 

Bank Mandiri Cabang Cilegon. 

BABl V : PENUTUPl 

 Dalaml bab inil berisi kesimpulanl dan saranl dari hasill penelitian 

yang telah dibahas. 
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